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ABSTRACT

This study concludes that increasing customer awareness of their rights and
improving the valuation process is crucial for enhancing the auction system's
transparency and fairness. PT Pegadaian is recommended to strengthen its
customer education efforts, collaborate with independent appraisers, and
review its policies to ensure better customer rights protection. This research
aims to explore the legal certainty regarding the surplus from the sale of
collateral auctioned at PT Pegadaian, using a qualitative approach. The data
collection methods include literature review, interviews with auction creditors,
direct observation of the auction process, and document analysis. The thematic
analysis approach is used to analyze the data. Data from interviews,
observations, and document analysis are organized and categorized into
relevant themes. The research reveals that PT Pegadaian implements an
internal policy that ensures the return of the auction surplus to customers after
the loan principal and administrative fees are settled. However, many
customers are unaware of their rights concerning this auction surplus.
Additionally, challenges arise in the auction announcement process and the
appraisal of collateral, which often does not reflect market prices. The study
concludes that increasing customer awareness of their rights and improving
the appraisal process is essential for enhancing the transparency and fairness
of the auction system.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kepastian hukum terkait
kelebihan hasil penjualan barang jaminan yang dilelang di PT Pegadaian
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data
meliputi studi literatur, wawancara dengan kreditur pelelangan, observasi
langsung terhadap proses lelang, serta analisis dokumen. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Data yang
diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen diorganisir dan
dikelompokkan ke dalam tema-tema yang relevan. Penelitian ini mengungkap
bahwa PT Pegadaian menerapkan kebijakan internal yang memastikan
pengembalian kelebihan hasil lelang kepada nasabah setelah pelunasan pokok
pinjaman dan biaya administrasi. Namun, banyak nasabah yang tidak
menyadari hak mereka terkait kelebihan hasil lelang ini. Selain itu, terdapat
tantangan dalam pengumuman lelang serta penilaian barang jaminan yang
sering kali tidak mencerminkan harga pasar. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa peningkatan kesadaran nasabah akan hak-hak mereka serta perbaikan
proses penilaian barang sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan
keadilan dalam sistem lelang.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hasil Lelang, Barang Jaminan.
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A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami peningkatan yang signifikan, dengan
berbagai sektor usaha yang berlomba-lomba menarik minat masyarakat melalui
penyediaan layanan pembiayaan (Panggabean et al., 2022). Baik lembaga keuangan
bank maupun lembaga keuangan non-bank semakin pandai membaca kebutuhan
masyarakat dalam mencari peluang usaha. Kebutuhan manusia sendiri dapat dibagi
menjadi tiga jenis, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks ini,
lembaga keuangan memegang peran penting sebagai entitas yang menyediakan berbagai
produk dan fasilitas di bidang keuangan, serta berfungsi untuk mengelola dan memutar
arus uang dalam perekonomian (Paulina et al., 2022).

Operasional dasar lembaga keuangan mencakup pengumpulan dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang memerlukan dana
tersebut (Santoso, 2013). Namun, dalam praktiknya, ada lembaga keuangan yang hanya
menjalankan salah satu fungsi ini, baik mengumpulkan dana dari masyarakat atau
menyalurkannya. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang
berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis gadai, dengan operasi resmi
dan izin dari pemerintah. Kegiatan utamanya melibatkan penyaluran kredit kepada
masyarakat dengan dasar gadai, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Selain itu,
pegadaian juga menyediakan jasa titipan dan penilaian (taksiran) barang (Saputri, 2015).

Untuk sahnya suatu perjanjian gadai, pemberi gadai harus memiliki wewenang
atas benda yang dijadikan jaminan. Susanto (2023) berpendapat bahwa benda tersebut
kemudian dipegang oleh kreditur atau penerima gadai, dengan prinsip bahwa benda
yang digadaikan berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Asas ini dikenal dengan
istilah "inbezitstelling,” yang menegaskan bahwa barang jaminan harus diserahkan
kepada penerima gadai (Anwar, 2018).

Pegadaian sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000,
dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan
Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Pegadaian (Arisanti et al., 2019). Tugas dan
wewenang pegadaian meliputi penyelenggaraan kegiatan usaha dan penyaluran
pinjaman dengan dasar hukum gadai. Tujuan utama pendirian pegadaian adalah untuk
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke
bawah, dengan menyediakan akses pembiayaan berdasarkan prinsip gadai, serta
mencegah masyarakat terjebak dalam praktik gadai gelap, riba, atau pinjaman yang
tidak wajar (Asy’ari et al., 2022).

Dalam operasionalnya, pegadaian memberikan kredit dengan dasar hukum gadai
kepada masyarakat yang membutuhkan dana (Syaflina, 2019). Masyarakat yang ingin
meminjam dana harus menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kepada kantor
pegadaian. Jika nasabah tidak dapat menebus barang jaminan setelah jatuh tempo,
pegadaian memiliki hak untuk melelang barang tersebut (Cabri et al., 2021). Hasil
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lelang digunakan untuk melunasi pokok pinjaman beserta bunga dan biaya lelang, dan
kelebihan dari hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah (Balgist & Dilaga, 2022).

Barang yang menjadi objek gadai harus diserahkan oleh debitur kepada kreditur,
dalam hal ini PT. Pegadaian (Paul et al., 2021). Oleh karena itu, barang-barang yang
digadaikan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai, sesuai dengan prinsip
(inbezitstelling) yang merupakan syarat mutlak dalam perjanjian gadai (Anwar, 2018).
Sertifikat tanah, perhiasan, atau barang berharga lainnya yang memiliki nilai ekonomi
adalah contoh barang yang biasa dijadikan jaminan (Wongsamerchue & Leelasantitham,
2022).

Studi sebelemnya oleh Putri (2023) dalam penelitiannya di PT. Pegadaian unit
Sukaria Kota Makassar. Dalam pelaksanaan gadai diatur sesuai dengan ketentuan dasar
Pegadaian dan perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan KUHPerdata. Pasal 1155
KUHPerdata mengatur tentang hak kreditur untuk mendapatkan perlindungan hukum
apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi dalam
perjanjian gadai. Di sisi lain, Pasal 1157 KUHPerdata memberikan perlindungan hukum
bagi debitur dalam situasi di mana kreditur lalai atau tidak memenuhi kewajibannya
dalam perjanjian gadai. Penelitian ini merekomendasikan agar nasabah memahami dan
meninjau isi perjanjian sebelum menyepakati perjanjian gadai, untuk menghindari
potensi kerugian bagi kedua belah pihak. Selain itu, PT Pegadaian diharapkan
memberikan penjelasan yang jelas kepada nasabah mengenai hak-hak perlindungan
hukum yang berlaku sebelum perjanjian gadai disepakati.

Studi kedua oleh Nababan (2021) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum
bagi konsumen dalam konteks penjualan objek jaminan fidusia pada perjanjian
pembiayaan harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, memberikan
kepastian hukum, dan menjamin hak-hak pihak yang berkepentingan, terutama
konsumen. Penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia harus disepakati oleh
pemberi dan penerima fidusia. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441
K/Pdt.Sus-BPSK/2019, hakim mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara
konsumen dan perusahaan pembiayaan adalah berdasarkan perjanjian pembiayaan. Jika
salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut, maka hal itu
dianggap sebagai wanprestasi. Oleh karena itu, proses lelang terkait jaminan fidusia
(seperti kendaraan) tidak dianggap sebagai sengketa konsumen, melainkan pelanggaran
perjanjian fidusia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan
pendekatan yang digunakan dalam mengkaji kepastian hukum terkait kelebihan hasil
lelang di PT Pegadaian. Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek
teknis pelaksanaan lelang dan mekanisme hukum umum dalam pelelangan barang
jaminan. Penelitian terdahulu juga lebih banyak membahas aspek regulasi dan prosedur
legal dari sudut pandang kebijakan lelang secara umum, tanpa menyoroti Secara
mendalam pengalaman nasabah dan hak-hak mereka terkait dengan surplus hasil lelang.
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Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini bertujuan untuk membahas dua hal
penting. Pertama, kepastian hukum mengenai kelebihan uang hasil lelang barang
jaminan yang diterima oleh nasabah Pegadaian. Kedua, hak nasabah atas kelebihan hasil
lelang setelah barang jaminan tersebut dilelang dan apakah hak tersebut sah secara
hukum. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak nasabah dan
memastikan bahwa proses lelang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga
nasabah memperoleh haknya atas kelebihan hasil lelang.

.METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan
menganalisis kepastian hukum terkait kelebihan hasil penjualan lelang barang jaminan
di PT Pegadaian. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk
mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena hukum yang terkait dengan
praktek gadai dan proses lelang (Peterson, 2019). Untuk mencapai tujuan penelitian,
metode pengumpulan data yang digunakan meliputi: pertama, studi Literatur: Penelitian
ini dimulai dengan melakukan studi literatur untuk mengumpulkan informasi dan teori
yang relevan mengenai pengaturan hukum gadai, mekanisme lelang, dan perlindungan
hak nasabah. Sumber-sumber yang digunakan mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah,
serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pegadaian dan hukum gadai (Benzaghta et
al., 2021).

Kedua, wawancara: Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan
yang berkompeten di bidang pegadaian, termasuk petugas di PT Pegadaian Unit
Bungah, nasabah yang pernah melakukan gadai dan mengalami lelang, serta pakar
hukum yang memahami regulasi dan praktik pegadaian. Wawancara ini bertujuan untuk
menggali informasi langsung mengenai pengalaman dan pandangan mereka tentang
kepastian hukum dalam transaksi gadai dan lelang (Moeloeng, 2019).

Ketiga, observasi Herdiansyah (2013) peneliti juga melakukan observasi langsung
terhadap proses lelang di PT Pegadaian Unit Bungah untuk melihat praktik dan prosedur
yang diterapkan dalam lelang barang jaminan. Observasi ini bertujuan untuk
memperoleh data empiris tentang bagaimana lelang dilaksanakan dan bagaimana hak
nasabah dilindungi. Yang terakhir ialah analisis dokumen: Dokumen-dokumen terkait,
seperti peraturan yang mengatur pegadaian, prosedur lelang, dan kebijakan internal PT
Pegadaian, dianalisis untuk memahami kerangka hukum yang ada dan untuk menilai
sejauh mana perlindungan hak nasabah diimplementasikan.

Setelah pengumpulan data dilakukan, analisis dilakukan dengan menggunakan
pendekatan analisis tematik (Jowsey et al., 2021). Pertama data yang diperoleh dari
wawancara, observasi, dan analisis dokumen diorganisasi dan dikelompokkan ke dalam
tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian peneliti menyajikan
temuan dalam bentuk narasi yang menggabungkan berbagai perspektif dan informasi
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yang diperoleh, dan yang terakhir peneiti menginterpretasikan hasil analisis untuk
memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kepastian hukum atas kelebihan
hasil penjualan lelang barang jaminan di PT Pegadaian.

Dengan metode penelitian yang terstruktur ini diharapkan penelitian dapat
memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan pengetahuan mengenai
praktik pegadaian serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dalam rangka
perlindungan hak nasabah.

.HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting terkait kepastian hukum
mengenai kelebihan hasil dari penjualan lelang barang jaminan di PT Pegadaian.
Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini melibatkan wawancara dengan
nasabah, observasi langsung terhadap proses lelang, serta analisis dokumen yang
relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas
tentang prosedur lelang yang diterapkan oleh PT Pegadaian dan bagaimana hal tersebut
berdampak pada hak-hak nasabah.

Salah satu temuan utama adalah bahwa meskipun PT Pegadaian memiliki
prosedur lelang yang transparan, banyak nasabah yang masih kurang memahami hak
mereka, terutama terkait potensi kelebihan hasil lelang. Informasi yang tidak cukup
mengenai proses ini membuat banyak nasabah tidak menyadari bahwa mereka berhak
atas sisa hasil lelang setelah pelunasan pinjaman dan biaya terkait. Ketiadaan penjelasan
yang memadai dari pihak Pegadaian menyebabkan nasabah merasa bingung dan tidak
terlindungi dalam situasi ini.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya perbaikan dalam metode
komunikasi dan edukasi kepada nasabah mengenai prosedur lelang dan hak-hak mereka.
Dengan meningkatkan pemahaman nasabah mengenai proses lelang, diharapkan tercipta
nya kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem yang ada. Penelitian ini menyarankan
agar PT Pegadaian memperkuat program edukasi untuk nasabah dan meningkatkan
keterampilan penilai barang jaminan agar penilaian yang dilakukan lebih akurat,
sehingga dapat mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya.

1. Proses Lelang Barang Jaminan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian mengikuti prosedur lelang
yang telah ditetapkan dalam kebijakan internalnya. Proses lelang dimulai ketika
nasabah gagal menebus barang jaminan dalam batas waktu yang telah disepakati.
Pada tahap ini, PT Pegadaian akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah
mengenai status barang jaminan mereka dan keputusan untuk melakukan lelang.
Setelah pemberitahuan, barang jaminan tersebut akan dilelang kepada publik, dan PT
Pegadaian berusaha untuk memastikan bahwa lelang dilakukan dengan cara yang
adil dan transparan, mematuhi semua peraturan yang berlaku.
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Setelah barang tersebut dilelang, hasil dari lelang akan digunakan untuk
melunasi kewajiban nasabah, termasuk pokok pinjaman, bunga, dan biaya
administrasi yang berkaitan. Jika ada kelebihan dari hasil lelang setelah semua
kewajiban tersebut dipenuhi, PT Pegadaian berkewajiban untuk mengembalikannya
kepada nasabah. Proses ini mencerminkan upaya PT Pegadaian untuk menjaga
transparansi dalam pengelolaan lelang serta memberikan perlindungan yang tepat
kepada nasabah, meskipun dalam praktiknya, pemahaman nasabah mengenai
prosedur ini masih perlu ditingkatkan agar mereka lebih menyadari hak-hak mereka.
Seperti yang diungkapkan oleh pegawai pegadaian dalam wawancara:

“Proses lelang di PT Pegadaian biasanya dilakukan ketika nasabah tidak dapat
menebus barang jaminannya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan,
biasanya setelah jatuh tempo. Sebelum lelang, nasabah kami beri pemberitahuan
resmi mengenai jadwal lelang dan kesempatan terakhir untuk melunasi. Jika
tidak ada respons, kami akan melanjutkan dengan proses lelang.” Hasil
wawancara dengan petugas lelang PT. Pegadaian Unit Bungah.

Senada dengan wawancara yang dilakukan dengan petugas PT. Pegadaian
nasabah juga membenarkan ungkapan tersebut.

“Ya, saya pernah mengalami hal tersebut. Barang jaminan saya dilelang karena
saya tidak bisa menebusnya dalam waktu yang sudah ditentukan” (wawancara
dengan nasabah PT. Pegadaian)

Kelebihan dari hasil lelang, jika ada, harus dikembalikan kepada nasabah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa PT Pegadaian berusaha
untuk menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan kelebihan hasil lelang.

“Jika hasil lelang melebihi jumlah pinjaman, bunga, dan biaya administrasi,
kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Prosesnya, setelah semua
kewajiban nasabah dilunasi dengan hasil lelang, sisa uang akan kami
informasikan kepada nasabah dan dikembalikan melalui prosedur administrasi
yang berlaku. Nasabah perlu datang ke kantor kami untuk mengurus
pengembalian tersebut.” Ungkap dari petugas PT. Pegadaian Unit Bungah.” —
Wawancara dengan petugas PT. Pegadaian Unit Bungah

“Ada, tapi jumlahnya tidak besar. Saya baru mengetahuinya beberapa waktu
setelah lelang selesai, dan harus menanyakan sendiri ke kantor Pegadaian untuk
memastikannya.” — Wawancara dengan nasabah PT. Pegadaian Unit Bungah.

2. Pemahaman Nasabah terhadap Kelebihan Hasil Lelang

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa banyak nasabah yang tidak sepenuhnya
memahami hak mereka mengenai kelebihan hasil lelang.

“Sejujurnya, saat pertama kali barang saya dilelang, saya kurang paham soal itu.
Saya hanya tahu bahwa hasil lelang digunakan untuk membayar pinjaman dan
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biaya lainnya. Tapi saya tidak diberi informasi yang jelas tentang apakah ada
sisa dari hasil lelang yang akan dikembalikan kepada saya. Baru setelah saya
bertanya lebih lanjut, saya tahu bahwa kelebihannya bisa dikembalikan.” —
wawancara dengan nasabah pertama.

“Tidak, saya tidak tahu itu di awal. Saya hanya diberitahu kalau barangnya
dilelang untuk melunasi pinjaman. Setelah itu, saya tidak pernah mendengar soal
ada kelebihan atau tidak. Saya juga tidak diberi tahu harus bagaimana jika ada
kelebihan.” — wawancara dengan nasabah kedua.

Informan ketiga juga tidak mengetahui bahwa kelebihan hasil lelang bisa
dikembalikan. “saya tidak pernah diberi tahu soal itu. Saya kira semua hasil
lelang langsung habis buat bayar pinjaman dan biaya lain, jadi saya tidak pernah
bertanya juga. Baru setelah beberapa waktu, saya dengar dari teman kalau ada
sisa bisa dikembalikan.”- wawancara dengan nasabah ketiga

Meski mereka secara hukum berhak menerima sisa hasil setelah pelunasan
utang, banyak nasabah yang tidak menyadari pentingnya hal ini.

“saya tidak tahu soal itu. Saya baru sadar setelah lelang selesai dan saya bertanya
ke Pegadaian. Mereka bilang kalau ada kelebihan hasil lelang, itu akan
dikembalikan. Tapi informasinya tidak diberikan dari awal”- wawancara dengan
informan keempat.

“Awalnya saya tidak tahu. Saya pikir setelah dilelang, semua hasilnya dipakai
buat lunasin utang. Tapi setelah saya tanya, mereka bilang kalau ada kelebihan,
uangnya akan dikembalikan. Saya rasa seharusnya itu dijelaskan dari awal biar
lebih jelas” — Wawancara dengan nasabah kelima.

Sebagian besar dari nasabah menganggap bahwa setelah barang dijual, semua
hak mereka terhadap barang tersebut hilang. Hal ini menunjukkan perlunya
peningkatan dalam komunikasi dan sosialisasi terkait hak-hak nasabah, agar mereka
lebih sadar dan dapat mengklaim kelebihan hasil yang menjadi hak mereka.

3. Tantangan dalam Implementasi Prosedur Lelang

Observasi langsung di PT Pegadaian Unit Bungah menunjukkan bahwa terdapat
beberapa tantangan signifikan dalam pelaksanaan lelang barang jaminan. Salah satu
tantangan utama adalah keterbatasan sarana dan metode yang digunakan untuk
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lelang yang akan diadakan.
Meskipun PT Pegadaian memiliki kebijakan untuk melakukan lelang secara
transparan, banyak nasabah yang tidak mengetahui jadwal lelang atau bahkan
prosesnya. Hal ini menyebabkan ketidakpahaman nasabah terhadap langkah-langkah
yang harus diambil, dan seringkali mereka tidak menyadari hak-hak mereka terkait
dengan hasil lelang hal ini diperkuat oleh wawancara dengan petugas lelang PT.
Pegadaian unit Bungah.
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“Kami biasanya memberikan penjelasan singkat saat proses gadai dimulai.
Namun, mungkin informasi ini tidak selalu dijelaskan secara rinci dalam semua
situasi, tergantung pada kondisi dan komunikasi dengan nasabah”- Wawancara
dengan petugas lelang PT. Pegadaian unit Bungah.

Untuk mengatasi hal ini PT. Pegadaian terus berupaya memperbaiki pelayanan,
seperti yang dijabarkan oleh salah satu petugas lelalng PT. Pegadaian.

“Kami terus berupaya memperbaiki proses kami. Salah satu langkah yang kami
ambil adalah meningkatkan strategi komunikasi untuk memberikan informasi
yang lebih baik kepada masyarakat tentang proses lelang.”- wawancara dengan
petugas lelang PT. Pegadaian

Masalah penilaian barang jaminan merupakan tantangan yang signifikan dalam
proses lelang di PT Pegadaian. Dalam beberapa kasus hasil lelang yang diperoleh
sering kali tidak mencerminkan nilai pasar dari barang yang dilelang.
Ketidakakuratan dalam penilaian ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor antara lain
kurangnya keahlian dan pengalaman pihak penilai dalam mengevaluasi kondisi dan
nilai sebenarnya dari barang jaminan. Misalnya, penilai mungkin tidak sepenuhnya
memahami karakteristik khusus dari barang yang dijadikan jaminan seperti kondisi
fisik, permintaan pasar, atau aspek unik lainnya yang dapat memengaruhi nilainya.

Wawancara dengan salah satu penilai di PT Pegadaian mengungkapkan bahwa
tantangan dalam penilaian juga berkaitan dengan keterbatasan waktu yang tersedia
untuk mengevaluasi barang. Penilai sering kali harus bekerja dalam tenggat waktu
yang ketat, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan analisis
mendalam.

“Kami sering kali hanya memiliki waktu singkat untuk menilai barang. Dalam
situasi tersebut, keputusan kami bisa dipengaruhi oleh informasi yang tidak
lengkap,”wawancara dengan penilai PT. Pegadaian unit Bungah.

Keterbatasan ini dapat berakibat pada penilaian yang tidak akurat, yang pada
gilirannya dapat menyebabkan barang yang sebenarnya memiliki nilai tinggi terjual
dengan harga yang lebih rendah.

Konsekuensi dari penilaian yang tidak tepat bisa sangat merugikan bagi nasabah.
Kerugian finansial yang dialami oleh nasabah bisa cukup besar terutama jika barang
jaminan yang mereka miliki memiliki nilai pasar yang signifikan namun tidak diakui
dalam proses lelang. Misalnya jika sebuah kendaraan yang seharusnya bernilai
Rp100 juta hanya terjual seharga Rp60 juta akibat penilaian yang keliru nasabah
kehilangan potensi pendapatan yang cukup besar. Oleh karena itu penting bagi PT
Pegadaian untuk meningkatkan pelatinan bagi para penilai agar mereka dapat
melakukan evaluasi yang lebih akurat dan menyeluruh terhadap barang jaminan.
Selain itu implementasi prosedur penilaian yang lebih sistematis dan transparan juga
diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap proses lelang.
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Tantangan yang dihadapi dalam proses lelang di PT Pegadaian menunjukkan
perlunya peninjauan dan perbaikan terhadap prosedur yang ada. Untuk menciptakan
sistem lelang yang lebih transparan dan adil sangat penting bagi PT Pegadaian untuk
mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif. Hal ini  meliputi
penyampaian informasi yang jelas dan menyeluruh kepada nasabah mengenai
seluruh tahapan lelang termasuk hak-hak yang mereka miliki terkait hasil lelang.
Dengan cara ini nasabah diharapkan lebih memahami dan tidak merasa bingung
mengenai prosedur yang harus diikuti serta hak-hak yang mereka miliki setelah
lelang berlangsung.

Selain itu pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi petugas penilai juga
menjadi langkah yang sangat penting. Penilai yang memiliki keahlian dan
pengalaman dapat melakukan evaluasi yang lebih tepat dan akurat terhadap barang
jaminan. Dengan memberikan pelatihan yang memadai PT Pegadaian dapat
memastikan bahwa penilaian barang dilakukan secara profesional sehingga hasil
lelang dapat lebih mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Keberadaan penilai
yang terlatih bisa mengurangi risiko kesalahan dalam menentukan nilai barang dan
membantu menciptakan kepercayaan dari nasabah.

Implementasi  langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan
perlindungan yang lebih baik bagi nasabah selama proses lelang. Dengan
pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak mereka nasabah merasa lebih
percaya diri dalam menggunakan layanan PT Pegadaian. Selain itu perbaikan ini
berdampak positif pada kepuasan nasabah serta memperkuat reputasi PT Pegadaian
sebagai lembaga yang menjalankan praktik bisnis secara transparan dan adil.

4. Jaminan Kepastian Hukum

Kepastian hukum terkait kelebihan hasil lelang merupakan aspek krusial yang
perlu diperhatikan untuk melindungi hak-hak nasabah (Del Rio & Kiefer, 2021).
Meskipun PT. Pegadaian telah memiliki prosedur yang jelas dalam proses lelang,
ketidakpahaman nasabah mengenai hak-hak yang mereka miliki dapat menyebabkan
potensi kerugian yang signifikan (Xiong & Xiong, 2021). Oleh karena itu, penting
bagi PT Pegadaian untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah ini agar nasabah
dapat memahami sepenuhnya tentang hak-hak mereka setelah proses lelang
berlangsung.

Untuk meningkatkan kesadaran nasabah PT. Pegadaian perlu mengambil
langkah proaktif dengan melaksanakan program edukasi dan sosialisasi yang lebih
intensif (Hortagsu & Perrigne, 2021). Inisiatif ini dapat mencakup seminar, brosur,
dan materi informasi lainnya yang menjelaskan secara rinci mengenai hak-hak
nasabah terkait kelebihan hasil lelang. Selain itu, pelatihan bagi staf pegadaian juga
harus dilakukan agar mereka dapat memberikan penjelasan yang jelas dan
komprehensif mengenai hak-hak tersebut kepada nasabah (Fleck & Anatolitis, 2023).
Dengan langkah-langkah ini diharapkan nasabah lebih paham mengenai hak-hak
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mereka sehingga dapat mengurangi risiko kebingungan dan kerugian yang mungkin
terjadi. Tantangan dalam penilaian barang jaminan juga harus diatasi. Dalam rangka
meningkatkan akurasi penilaian PT. Pegadaian sebaiknya mempertimbangkan untuk
bekerja sama dengan penilai independen yang memiliki keahlian di bidangnya.
Dengan melibatkan pihak ketiga yang berpengalaman, hasil lelang akan lebih
mencerminkan nilai pasar barang dan meminimalisir ketidakpuasan nasabah.

Dari sudut pandang regulasi, sangat penting bagi PT Pegadaian untuk melakukan
peninjauan ulang terhadap kebijakan yang ada guna memastikan bahwa perlindungan
hak-hak nasabah dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang mengatur pengelolaan
kelebihan hasil lelang serta prosedur pengembalian kepada nasabah harus
dikembangkan agar lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat (Ye et al.,
2023). Transparansi dalam kebijakan ini akan memberikan kepercayaan kepada
nasabah bahwa hak-hak mereka dihargai dan dilindungi oleh lembaga (Grashof et al.,
2020).

Aspek hukum yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini mencakup perlindungan
konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU ini, diatur mengenai hak-hak
konsumen yang meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan
jujur mengenai barang dan/atau jasa (Renwarin et al., 2023). Selain itu, prinsip-
prinsip yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
khususnya Pasal 1155 dan Pasal 1157 yang mengatur tentang tanggung jawab
kreditur dan debitur dalam perjanjian gadai juga harus diperhatikan (Quraisy et al.,
2023). PT Pegadaian harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak
hanya mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga menciptakan lingkungan yang
mendukung keadilan bagi nasabah.

Selain itu, PT Pegadaian harus mempertimbangkan untuk melibatkan pihak
ketiga, seperti lembaga independen atau organisasi masyarakat sipil, dalam proses
pengawasan dan evaluasi kebijakan yang ada (Gsénger & Karl, 2020). Melalui
kolaborasi ini, diharapkan adanya masukan yang konstruktif dan objektif mengenai
kebijakan yang diterapkan, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan perlindungan bagi nasabah. Keterlibatan pihak ketiga ini juga dapat
menambah kepercayaan masyarakat terhadap proses lelang yang dilaksanakan oleh
PT Pegadaian.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PT Pegadaian dapat menciptakan
kebijakan yang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga memberikan
perlindungan yang optimal bagi nasabah (Sogn-Grundvag & Zhang, 2023).
Peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi mengenai kelebihan hasil lelang
serta prosedur pengembalian diharapkan dapat mengurangi ketidakpahaman nasabah
dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan. Pada akhirnya
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hal ini berkontribusi pada reputasi positif PT Pegadaian sebagai lembaga yang
menghargai dan melindungi hak-hak nasabahnya (Wicaksana & Rachman, 2018).

Secara keseluruhan, meskipun PT Pegadaian telah mengembangkan sistem yang
jelas untuk menangani lelang barang jaminan masih ada banyak ruang untuk
perbaikan terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan hak nasabah (Bichler
et al., 2020). Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang lebih
efektif antara PT Pegadaian dan nasabah. Meningkatkan saluran komunikasi untuk
membantu nasabah memahami hak-hak mereka dan prosedur yang harus dilalui
dalam proses lelang. Dengan demikian mereka merasa lebih terlibat dan memiliki
pengetahuan yang cukup untuk mengklaim hak-hak mereka terutama dalam hal
pengembalian kelebihan hasil lelang.

Selain itu, transparansi dalam proses penilaian barang jaminan menjadi hal yang
krusial untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan nilai yang adil dari barang
mereka. Penilaian yang akurat dan objektif sangat penting untuk menghindari
kerugian finansial yang dapat dialami nasabah akibat penilaian yang tidak tepat
(Boettke et al., 2023). Oleh karena itu PT Pegadaian perlu melibatkan penilai
independen yang memiliki keahlian dalam bidangnya, guna meningkatkan
kredibilitas dan akurasi penilaian. Hal ini tidak hanya membantu nasabah
mendapatkan harga yang sesuai dengan nilai pasar barang, tetapi juga meningkatkan
kepercayaan nasabah terhadap sistem yang diterapkan oleh PT Pegadaian.

Penelitian ini merekomendasikan agar PT Pegadaian mengambil langkah-
langkah proaktif dalam sosialisasi mengenai hak-hak nasabah dan bekerja sama
dengan pihak ketiga, seperti lembaga pengawas atau organisasi masyarakat sipil
untuk meningkatkan akurasi penilaian barang. Dengan melibatkan pihak ketiga, PT
Pegadaian dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk memperbaiki
kebijakan yang ada. Semua upaya ini diharapkan dapat menciptakan proses lelang
yang lebih adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga
nasabah tidak hanya mendapatkan pembiayaan yang mereka butuhkan, tetapi juga
merasakan perlindungan atas hak-hak mereka selama dan setelah proses lelang.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepastian hukum terkait kelebihan hasil
penjualan lelang barang jaminan di PT Pegadaian, beberapa poin penting dapat
disimpulkan. Pertama, meskipun PT Pegadaian telah memiliki prosedur lelang yang
jelas dan sesuai dengan hukum, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman nasabah
mengenai hak-hak mereka, terutama terkait dengan sisa hasil penjualan setelah
pelunasan utang. Banyak nasabah tidak menyadari bahwa mereka berhak atas kelebihan
hasil tersebut, yang menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi. Selain
itu, tantangan dalam pelaksanaan lelang, seperti kurangnya informasi mengenai waktu
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dan mekanisme lelang serta akurasi penilaian barang jaminan, dapat menyebabkan
ketidakpuasan di kalangan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah
perbaikan yang melibatkan peningkatan komunikasi serta kerjasama dengan penilai
independen untuk memastikan bahwa nilai barang jaminan mencerminkan kondisi
pasar.

Kedua, dari perspektif hukum perlu ada evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur
yang berlaku di PT Pegadaian untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi
nasabah. Kebijakan yang lebih transparan mengenai pengelolaan kelebihan hasil lelang
dan proses pengembalian kepada nasabah meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga ini (Heriyanti & Antong, 2023). Penelitian ini merekomendasikan
agar PT Pegadaian mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran nasabah
tentang hak-hak mereka, memperbaiki mekanisme penilaian barang jaminan, dan
meninjau kebijakan yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah. Dengan
demikian, diharapkan PT Pegadaian dapat terus berperan sebagai lembaga keuangan
yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta memberikan manfaat maksimal bagi
masyarakat yang membutuhkan layanan pembiayaan.
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